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Ajak Penegak Hukum
Awasl Proses PPDB

Kecurangan PPDB juga dilakukan tokoh
masyarakat, politikus, dan pejabat demi
mendapatkan kursi siswaa.
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ERUS herulangnya
masalah vang tmbul
dalam proses pelak-
sanaan pencrimaan
peserta didik baru (PPDB) mem-
buat sejumlah pihak mendesak
agar segera dilakukan evaluasi
besar-besaran terhadap sistem
penerimaan tersehun.

Fengamar kebijakan pendi-
dikan Cerep Darmawan bahkan
menvarankan pelaksanaan
PPDE tahun depan melibatkan
pihak kejaksaan dan ke polision
untuk mengawasi prosesnya
secala langsung, Dengan lang
kah itn, praktik kecurangan
sepertd yang terjadi dalam be
berapa tshun terakhir dapat
terhindarkan.

Jika periu, dibuat pakia in-
tegritas yang ditandatangani
kepala daerah, kejaksaan, ke-
polisian, rektor, dan tokeh atau
pegiat pendidikan setempat.
Lalu pakta integritas ito ditem
pel di tiap sekolah.

“Ttu penting. Pakta integriras
ditempel, kalau perlu pakai
spanduk besar. Jadl nanth vang
nicip-nitip, yang niat mau jalur
belakang, mala,” kata Cecep ke
pada Medin Indonesia. kemarin.

Selain ima, selama ini per
snalan PPDR disehabkan ti-
dak transparannya sekolah
terkait dengan data jumlah
rombongan belajar {rombel).
Nihilnya transparansi menye-
babkan peluang pungulan liar
terbuka lebar Semestinya. kata
clia, dinas pendidikan setempat

membuarl aturai data rambel
tiap sekolah dibuka ke publik
secara transparan,

“Seknlah harus hikin sistem
ordine. Kalau odak enline, masih
ada celah uniuk berbuat di luar
ketentuan, Harusnya rombel
dibuka. Setap kelas 30 murid,
misalnyva, va dibuka, angka
vang diterima segitu dan tidak
baleh berubah,” ujar Cocep,

Di tempat terpisah, Ombuds-
man BRI mengungkapkan tahun
ini banyak menerima laporan
pelanggaran FrOBE dari ber
bagai daerah. i antaranya
mengenal zonasl, perebutan
kursi siswa. dan tidak adanya
pemerataan mun lulusan,

Angeota Ombudsman Indraza
Marzuki Rais menyebur salah
satu masalah yang mencual
ialah sistem zonasi. Dengan
kemudahan birokrasi dalam
pemindahan demisil di aturan
tersebut, banyak yang meman-
faatkannya untuk curang, la
menyebut mntehdi Yogyakarta,
dart temuan Ombudsman RI
DIV, ada 20 anak terdaftar de-
ngan statas Famili lain di da-
lam KK.

Sclain i, Ombudsman men
dapat laporan kecurangam yang
dilakukan rekoh masvarakar,
politikus. dan pejabat guna
mendapatkan kursi siswa,

Tak cuma soal zohasi

Namumn, kekarauan PPDE tak
hanya disehabkan kecurangan
terkait dengan zonasi. Menurat
Indraza, penyelenggaraan PPDR
sudah banyak bermasalah se-
jak penviapan aplikasi, aturan

Sejumlah Temuan Ombudsman

Terkait Pelanggaran dalam PPDB 2023

~ Bermasalah mulal penyiapan aplikasl, aturan teknis pelaksanaan,
hingga kesiapan petugas memahami aturan.

= Kecurangan pada proses pendaftaran, pengumuman, dan pendaftaran

ulang.

= Kecurangan datam sislem zonasi akibat kemudahan birokrasi datam

pamindahan domisili.

= Kecurangan yang ditakukan iokoh masyarakat, politikus, dan

pajabat untuk mendapatkan kursi siswa.

= Masalah perebutan sekolah karena belum adanya
pemerataan jumlah atau kesesuaian rasio anak | -
dan jumilah sekolah dalam satu wilayah.

= Adanya pungutan liar {purgli).

= Jalur penerimaan tidak sesuai dengan

ketantuan,
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Aplikasi pendaftaran sering aror.

Diata calon peserta didlk baru (CPDB)
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hilang atau tarlempar ke sekaolah lain. \U

Lambatnya proses verifikasi.

tekinis pelaksanaan, hingga
kesiapan petugas memahami
enlulran.

Salah satunya terjadi di Kota
Maokassar, Pada tahap pertama
PPDU, terjadi masalah ketika
sejumlob anak yang dinyatakan
Inlus tiba-tiba keesokoan harinya
dak lulus, Rupanya, menurut
pengakuan Kadis Pendidikan
Sulsel Teghal Nadjamuddin, ada
kesalahan di server. “Terjadi
kebocoran sanl simulasi peng
amuman.” akunva, sembari
meerminta maaf,

D sizi lain, di sejumlah dae-
rah muncul persoalan lain
sebagai imbas PPDR, yaitu
sekolah kekurangan muarid,
Salah satunya di Kahupaten
semarang. Kadis Fendidikan,
Kebudayaan, Kepemudaan, dan
Olahraga Kabupaten Scmariig
Sukaton Purtomo Privatmo me-
ngatakan persoalan kekurang

Sminar, T AV M1

an siswa banyak terjadi di
tingkat 8D. Dari 451 8D negeri
vang ada, 218 di anlaranya
kekurangan murid karena ha-
nva berist 2 L0 skswa,

“Kekurangan sizwa itu pada
umumnya terjodi di wilayah
perdesaan, sedangkan di kera-
matan penuh terisi. Oleh kare
nanya, akan dilakukan evaluasi
dan pembenahan sistern,”™ ujar
Sukaton.

Scmenlara ilu, Kemenlerian
Pendidikan, Kebudayaan, Risel,
dan Teknolegl mengaku tengah
mengevaluasi banyaknya prak-
tik kecurangan PPDB. “Evalu
asi secara menyeluruh untuk
menyelesaikan permasalahan
dalam pelaksanaan PPDE saat
ini sedang dilakukan,” ucap
Plt Kepala Biro Kerja Sama
dan Humas Kemendikbud
Ristek. Anang Ristanto. (Tim
Media/X 3)
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